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Abstract. This research discusses rental agreements for houses without a rental period, which become null and 

void by law. The nullification does not automatically require the parties to revert to their original conditions 

because the rental relationship is still based on a natural obligation. To find answers in this research, a 

normative juridical research method was used. The research results found that the rental period is an essential 

element that serves as an objective requirement for the validity of a house rental agreement as stipulated in Law 

Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in conjunction with Article 28 paragraph (5) of 

Government Regulation Number 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Settlement Areas, 

as last amended by Government Regulation Number 12 of 2021. Therefore, without the provision of a rental 

period, the agreement becomes null and void by law. However, the rent fee that already received by the lessor 

does not need to be returned because the rental relationship conducted was based on a natural obligation. 
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Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa rumah tanpa jangka waktu sewa yang 

menjadi batal demi hukum. Akibat kebatalan tersebut tidak serta merta mengakibatkan para pihak harus 

mengembalikan ke kondisi semula oleh sebab hubungan sewa menyewa yang terjadi masih didasarkan pada 

suatu perikatan alam. Untuk menemukan jawaban dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis 

normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa jangka waktu sewa merupakan unsur essensialia yang menjadi 

syarat objektif dalam sahnya suatu perjanjian sewa menyewa rumah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jo. Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 sehingga tanpa pengaturan jangka waktu sewa 

perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, namun uang sewa yang sudah diterima oleh pemberi sewa tidak 

perlu dikembalikan oleh karena hubungan sewa menyewa yang selama ini dilakukan didasarkan pada perikatan 

alam. 

 

Kata kunci: Perikatan Alam, Perjanjian, Sewa Menyewa 

 

1. LATAR BELAKANG 

Hukum akan selalu ada dimana masyarakat ada, ungkapan itu lebih dikenal dalam 

bahasa latin yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yaitu “Ubi Cocetas 

Ibi Ius.”  Seperti misalnya hubungan perdata antar masyarakat akan menimbulkan suatu 

hubungan hukum yang dapat berupa perikatan baik yang bersumber dari undang-undang 

maupun yang bersumber dari suatu perjanjian. Namun, pembuatan suatu perjanjian harus 

memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang agar perikatan yang timbul menjadi 

sah dan hubungan hukum yang terjadi tidak menjadi batal.  
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Setipan orang yang melakukan hubungan hukum pasti menginginkan rasa aman berupa 

kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut ialah mengenai kejelasan perbuatan apa yang 

dapat dan tidak dapat dilakukan serta kejelasan tentang apa saja yang dijamin oleh negara 

terhadap orang tersebut. Untuk itu terdapat pengaturan mengenai syarat agar suatu hubungan 

hukum khususnya dalam bentuk perjanjian dapat memberikan kepastian hukum, dalam Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur adanya syarat sahnya 

suatu perjanjian yang dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Jika terhadap syarat 

subjektif tidak dipenuhi akibatnya perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif 

yang tidak dipenuhi akibatnya perjanjian batal demi huku, artinya perikatan yang timbul dari 

perjanjian yang tidak sah tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. 

Seperti misalnya untuk perjanjian sewa menyewa rumah yang memiliki pengertian 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1548 KUHPerdata yaitu “suatu persetujuan dimana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan 

dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang 

oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya,” dan dari definisi tersebut 

dapat ditemukan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan 

sebagai perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian itu sekurang-kurangnya harus mengatur 

mengenai kesepakatan dari para pihak, objek sewa, jangka waktu sewa, dan uang sewa. Jika 

salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan perjanjian sewa menyewa rumah dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum tergantung syarat mana yang tidak dipenuhi. 

Perjanjian sewa menyewa rumah harus dibuat secara tertulis, kemudian apabila tidak 

memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat diakhiri atau dibatalkan dengan 

ketentuan memenuhi persyaratan dalam perjanjian maupun ketentuan undang-undang, namun 

pertanyaan muncul jika suatu perjanjian sewa menyewa rumah tidak memenuhi syarat 

objektif perjanjian khususnya mengenai jangka waktu sewa, sebab seharusnya perjanjian 

yang demikia  menjadi batal demi hukum dan perikatan dianggap tidak pernah ada dan harus 

dikembalikan ke kondisi awal. Bagaimana mungkin bisa mengembalikan suatu sewa 

menyewa rumah ke kondisi awal oleh karena tidak mungkin kenikmatan dari penyewa dapat 

dikembalikan kepada pihak pemberi sewa. Lain halnya dengan uang sewa yang dapat 

dikembalikan, namun tidak akan menjadi adil jika hanya satu pihak yang mengembalikan ke 

kondisi semula. 

Batal demi hukum berbeda dengan dapat dibatalkan, perbedaanya perjanjian yang batal 

demi hukum menjadi tidak berlaku atau tidak sah secara seketika, spontan, dengan 

sendirinya, atau otomatis. Sedangkan dapat dibatalkan artinya batalnya tidak terjadi secara 
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otomatis tetapi harus dimintakan ke Pengadilan untuk dibatalkan, oleh karena kewenangan 

menilai kepatutan dari pelaksanaan suatu perjanjian hanya dari pengadilan, dan bukan dari 

pihak-pihak dalam perjanjian. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana akibat 

hukum perjanjian sewa menyewa rumah yang tidak mengatur mengenai jangka waktu sewa 

sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yang seharusnya 

menjadi batal demi hukum. Namun, karena sifat sewa menyewa yang tidak mungkin dapat 

dikembalikan ke kondisi semua maka perlu diuraikan apa dasar hubungan yang terjadi antara 

pihak penyewa dan pemberi sewa dengan tujuan untuk memberikan keadilan sebagai salah 

satu tujuan hukum. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(UU PKP) Jo. Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (PP PPKP) mengatur bahwa suatu perjanjian 

sewa menyewa rumah harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dan setidaknya harus 

mengatur mengenai hak dan kewajiban, jangka waktu sewa menyewa, dan besarnya harga 

sewa serta kondisi force majeure. Keempat hal yang setidaknya harus diatur dalam perjanjian 

sewa menyewa rumah tersebut disebut sebagai unsur essensialia yang merupakan unsur 

mutlak yang harus ada dalam perjanjian karena jika tidak ada mengakibatkan perjanjian 

menjadi batal demi hukum atau non-existent. Namun, kegiatan sewa menyewa yang 

didasarkan pada suatu perjanjian yang batal demi hukum tidak mungkin dapat dikembalikan 

ke kondisi semula oleh sebab kenikmatan yang sudah didapat oleh penyewa tidak mungkin 

dapat dikembalikan sehingga tidak adil jika hanya pemberi sewa yang harus mengembalikan 

uang sewa jika memang secara yuridis-normatif akibat hukumnya menjadi batal. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebab kajian difokuskan 

pada kekaburan norma, dan pendekatan yang digunakan antara lain adalah pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual 

approach). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, dan hasil 

analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. 

 



 
 

PERIKATAN ALAM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
RUMAH TANPA JANGKA WAKTU SEWA 

 
 

69        HUKUM INOVATIF - VOL. 1 NO. 4 OKTOBER 2024 

 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah 

Perjanjian sewa menyewa rumah harus dibuat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. 

Syarat ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu antara lain: 

1. Adanya kesepakatan; 

2. Adanya kecapakan; 

3. Adanya suatu hal tertentu; 

4. Sebab yang halal. 

Selain syarat sahnya perjanjian tersebut, suatu perjanjian sewa menyewa rumah juga 

harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian untuk dapat menjadi sah, antara lain unsur 

essensialia yang merupakan untuk yang harus ada di dalam perjanjian, unsur naturalia yang 

merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang jika para pihak tidak mengaturnya 

dalam perjanjian, dan unsur aksidentalia yang merupakan unsur yang sewaktu-waktu dapat 

timbul dan mengikat para pihak apabila memang telah terdapat kesepakatan, unsur ini 

merupakan pelengkap. Ketiga unsur tersebut juga menjadi bagian penting dalam menentukan 

sahnya suatu perjanjian sewa menyewa rumah. 

Pada perjanjian sewa menyewa maka unsur essensialia dan unsur naturalia dapat 

ditemukan dalam KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan 

unsur aksidentialianya dapat ditentukan sesuai kehendak para pihak. Unsur essensialia atau 

yang mutlak harus dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah antara lain adalah 

adanya kesepakatan para pihak, adanya objek sewa, adanya jangka waktu sewa, dan adanya 

uang sewa, lalu unsur naturalia seperti adanya ketentuan sewa menyewa tidak putus 

meskipun objek sewa telah dijual kecuali ada pengecualian dalam perjanjian sebelumnya, dan 

unsur aksidentalia misalnya cara pembayarannya. 

Perjanjian sewa menyewa yang tidak memenuhi syarat subjektif berakibat perjanjian 

tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak memenuhi syarat objektif berakibat perjanjian 

tersebut menjadi batal demi hukum. Menurut Herlien Budiono, jangka waktu sewa dalam 

perjanjian sewa menyewa adalah salah satu unsur essensialia yang wajib ditentukan dalam 

perjanjian sewa menyewa rumah, hal tersebut sejalan dengan pengaturan dalam UU PKP Jo. 

PP PPKP yang mewajibkan adanya pengaturan sekurang-kurangnya mengenai hak dan 

kewajiban, jangka waktu sewa menyewa, dan besarnya harga sewa serta kondisi force 

majeure. 

Meskipun sudah diatur dalam UU PKP Jo. PP PPKP tentang kewajiban syarat-syarat 

tersebut namun jika ternyata terdapat perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syaratnya 
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maka berakibat pada batal demi hukum perjanjian tersebut. Suatu perjanjian harus terbentuk 

terlebih dahulu baru kemudian oleh undang-undang dituntut syarat selanjutnya tentang kausa 

yang halal. Sehingga jika perjanjian sewa menyewa sudah tidak memenuhi unsur essensialia, 

belum sempat diuji syarat kausa yang halal pun perjanjian tersebut sudah batal demi hukum 

dan dianggap tidak pernah terbentuk sejak awal. 

 Seyogyanya para pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sewa 

menyewa terlebih dahulu memahami syarat-syarat dalam perjanjian tersebut terlebih dahulu 

demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum 

dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak melalui penormaan yang 

dituangkan dalam perjanjian sebagai undang-undang para pihak serta melalui perundang-

undangan yang sudah dibuat oleh yang berwenang. Negara melalui pejabat yang berwenang 

juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kepastian hukum demi memberikan 

perlindungan hukum dengan melakukan penegakan terhadap pelanggaran apabila terjadi, 

sehingga jika para pihak tidak cermat sebelum membuat perjanjian maka terdapat risiko yang 

dapat merugikan para pihak tersebut. 

 

Kebatalan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tanpa Jangka Waktu Sewa 

Suatu perjanjian akan mengikat atau tidak mengikat bagi para pihak, ditentukan 

daripada sah atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat, artinya suatu perjanjian hanya akan 

memberikan akibat hukum bagi para pihak apabila sah. Faktor kepatutan dan kebiasaan juga 

merupakan bagian dari ketentuan hukum dalam menentukan sahnya suatu perjanjian untuk 

melengkapi dan menegaskan dari unsur suatu sebab yang halal. 

Pengaturan mengenai kebatalan perjanjian sewa menyewa ditentukan berdasarkan pada 

instrumen hukum yang mengaturnya yang ditentukan tergantung dari objek sewanya. Jika 

objek sewanya rumah maka terdapat pengaturan yang bersifat lex specialis dalam UU PKP 

Jo. PP PPKP, artinya meskipun dalam KUHPerdata tidak diwajibkan suatu syarat namun jika 

syarat tersebut ditentukan dalam UU PKP Jo. PP PPKP maka kebatalan perjanjian sewa 

dengan objek rumah ditentukan berdasarkan UU PKP Jo. PP PPKP tersebut. Dengan 

keberadaan UU PKP Jo. PP PPKP, namun tidak mencabut ketentuan tentang perjanjian sewa 

menyewa yang diatur dalam KUHPerdata maka perlu diperhatikan ketentuan apa saja yang 

sudah tidak berlaku dalam KUHPerdata oleh karena digantikan dengan ketentuan dalam UU 

PKP Jo. PP PPKP. 

Perjanjian sewa menyewa rumah yang tidak mengatur mengenai jangka waktu sewa 

mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, namun demikian bukan 
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artinya pemberi sewa harus mengembalikan sewa menyewa tersebut ke kondisi semula yaitu 

dengan mengembalikan uang sewa kepada pihak penyewa, oleh sebab pihak penyewa tidak 

mungkin dapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya dari menyewa rumah 

tersebut. Permasalahan terjadi oleh sebab suatu kenikmatan tidak bisa dikembalikan dan hal 

ini telah dijawab oleh Subekti melalui penjelasan sebagai berikut: 

“Di sini orang menghadapi kesulitan dalam hal pembatalan suatu perjanjian sewa 

menyewa. Apakah jika perjanjian sewa menyewa itu dibatalkan, pemilik barang harus 

mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dan apakah ia berhak menuntut 

pembayaran tunggakan uang sewa, kalau perjanjian itu dianggap dari semula tidak 

pernah ada? Untuk menjawab soal ini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya 

pembatalan itu, suatu hal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang 

disewa). Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalan 

perjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidak menengok ke 

belakang. Menurut pendapat kami, ajaranajaran ini diperlukan dalam suatu alam pikiran 

yang abstrak-teoritis. Sebenarnya, soalnya mudah saja! Berlaku surutnya pembatalan itu 

adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan” 

“Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar menukar, barang hak milik dapat 

dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam hal sewa menyewa, 

bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya 

dari barang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, 

tentunya pemilik barang dapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya. 

Begitu pula halnya dalam suatu perjanjian perburuhan. Bagaimanakah tenaga yang 

sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan oleh majikan.” 

Pendapat Subekti tersebut juga sudah teruji dengan beberapa yurisprudensi antara lain 

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan 

Negeri Denpasar Nomor 593/PDT.G/2012/PN. DPS yang pada pokoknya memutus apabila 

perjanjian sewa menyewa dinyatakan batal demi hukum maka para pihak tidak pernah terikat 

dengan perjanjian tersebut, namun uang sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa kepada 

pemberi sewa tetap menjadi hak pemberi sewa sehingga tidak ada kewajiban bagi pemberi 

sewa untuk mengganti atau mengembalikan uang sewa.  

Sehingga dapat dikonstruksikan bahwa hubungan sewa menyewa yang terjadi antara 

para pihak dalam perjanjian yang batal demi hukum bukanlah hubungan hukum, melainkan 

hubungan tersebut merupakan perbuatan yang sukarela. Istilah “sukarela” menunjukkan 
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bahwa pemenuhan prestasi yang dilakukan pemberi sewa adalah karena “kewajiban moral” 

dan bukan sebab ada kewajiban hukum. 

Perjanjian sewa menyewa rumah dimungkinkan menjadi batal demi hukum jika tidak 

memenuhi syarat objektif atau unsur essensialia dari perjanjian tersebut, dan dimungkinkan 

berlaku secara surut tanpa harus merugikan para pihak serta tetap mencerminkan keadilan 

bagi para pihak, oleh karena dengan batal demi hukumnya perjanjian sewa menyewa rumah 

maka uang sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa tidak perlu 

dikembalikan sebab penyewa telah menikmati rumah atau obyek sewa tersebut, dan 

pembayaran yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai pemenuhan perikatan alam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat (2) KUHPerdata yang tidak dapat dituntut 

pengembaliannya.  Perikatan alam tersebut merupakan perikatan yang bersifat non-

kontraktual, dan yang membedakannya dengan perikatan pada umumnya terletak pada akibat 

hukum yang terjadi daripada hubungan hukum tersebut. 

Doktrin perikatan membedakan perikatan menjadi perikatan perdata dan perikatan 

alam. Perikatan perdata merupakan pemenuhan janji yang dapat digugat, artinya jika terdapat 

wanprestasi maka dapat dituntut untuk memenuhi prestasinya. Sedangkan perikatan alam 

adalah pemenuhan prestasinya tidak dapat dituntut atau digugat. Perikatan alam yang telah 

selesai tidak dapat dikembalikan. Perikatan alam adalah hubungan yang hanya muncul karena 

moralitas, sehingga tidak mempunyai akibat hukum dan pelaksanaannya tidak dapat 

dipaksakan. 

Sewa menyewa rumah dikenal dalam hukum adat atau kebiasaan sebagai perikatan 

ekonomi niaga yang sifatnya cenderung lebih banyak pada kehidupan ekonomi, baik yang 

konsumtif maupun produktif, dengan pertimbangan adanya nilai tambah atau imbalan jasa 

yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi karena adanya peningkatan dalam aktivitas 

ekonomi. Artinya secara moral memang dibenarkan jika seseorang memberikan kenimkatan 

untuk memakai sesuatu maka sudah sangat wajar yang memakai itu untuk membayar suatu 

harga. Dengan demikian, pembayaran uang sewa oleh penyewa kepada pemberi sewa dalam 

suatu perjanjian sewa menyewa rumah yang batal demi hukum adalah bentuk perikatan alam, 

dan oleh sebab itu penyewa tidak dapat menuntut kembali uang sewa karena secara moral apa 

yang dilakukan adalah dibenarkan oleh adat atau kebiasaan masyarakat. 

Pemenuhan terhadap suatu perikatan oleh debitur dalam perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat objektif mengakibatkan perikatan tersebut disebut perikatan alam dan 

debitur tidak dapat menuntut kembali atas pemenuhan perikatan tersebut, namun perikatan 

alam ini hanya dapat terjadi pada kondisi tertentu apabila akibat batal demi hukumnya suatu 
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perjanjian tidak dapat menjadi surut secara penuh atau salah satu pihak ada yang tidak dapat 

mengembalikan ke kondisi semula. Berbeda jika suatu perjanjian jual beli yang batal demi 

hukum karena misalnya alas haknya tidak sah, maka kedua belah pihak dapat mengembalikan 

ke kondisi semula yaitu pembeli mengembalikan barang yang dibeli dari penjual, dan penjual 

mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli. 

Pemberlakuan perikatan alam ini dapat juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1721 K/Pdt/2018 dimana majelis hakim berpendapat bahwa sejumlah uang 

sewa yang telah dibayarkan oleh penyewa kepada pembeli tidak dapat dikembalikan 

meskipun tidak lagi ada dasar hubungan hukumnya. Perikatan tersebut dikualifikasikan 

sebagai perikatan alam (natuurlijk verbintenis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 ayat 

(2) KUHPerdata. 

Perjanjian sewa menyewa rumah yang tidak mengatur mengenai jangka waktu sewa 

mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum bukan berakhir atau dapat dibatalkan, 

namun batalnya tersebut tetap dapat diberlakukan tanpa harus merugikan para pihak dan tetap 

mencermikan keadilan bagi para pihak, karena batalnya tersebut tidak mewajibkan pemberi 

sewa untuk mengembalikan uang sewa. Oleh sebab, pembayaran sewa merupakan bagian 

dari pelaksanaan perikatan alam yang tidak dapat dituntut pengembaliannya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Perjanjian sewa menyewa rumah yang tidak mengatur mengenai jangka waktu sewa 

berakibat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum oleh karena tidak memenuhi unsur 

essensialia sebagaimana diatur dalam UU PKP dan PP PPKP. Akibat batal demi hukumnya 

perjanjian tersebut mengakibatkan hubungan sewa menyewa yang terjadi didasarkan pada 

perikatan alam. Sehingga pemberi sewa tidak dapat menuntut pemenuhan kontraprestasi 

berupa pembayaran uang sewa dari penyewa terhadap kenikmatan rumah yang telah 

diberikan, namun jika penyewa telah membayar uang sewa maka tidak dapat diminta untuk 

dikembalikan. Diharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian 

sewa menyewa khususnya dengan obyek sewa rumah agar tidak ada kerugian dikemudian 

harinya. 
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